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LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

UMUM

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan
perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang
telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam
secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana
cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan
pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan,
Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak
hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung
sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih
terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan
kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling
mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian
risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun
tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah
dilakukan.

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus
mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam
meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan

Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang



dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian
nasional.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap
produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa
perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya
dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk
keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah
transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara
online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online,
penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online,
dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada
para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana
berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien,
serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu
solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Sampai dengan saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan
berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat
menimbulkan kerugian bagi Pengguna. Oleh karena itu, regulasi
kegiatan bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi dinilai sudah sangat mendesak. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan
Pengguna, penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi, dan perlindungan kepentingan nasional
dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis
(start up company) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di
Indonesia. Peraturan OJK ini antara lain berisi ketentuan untuk
meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan Pengguna
seperti penyalahgunaan dana dan data Pengguna, dan perlindungan

kepentingan mnasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan



pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem

keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi
hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Badan hukum Indonesia antara lain berupa pemerintah
pusat, pemerintah daerah, yayasan, atau perseroan
terbatas.
Huruf b
Badan hukum asing antara lain naamloze vennootschap
(NV), private limited (Pte. Ltd), atau sendirian berhad (Sdn.
Bhd).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal sendiri” adalah simpanan

pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ayat (3)

Pasal 5

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan jasa keuangan
berbasis teknologi informasi” antara lain penyelenggara
layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi di bidang
sistem pembayaran, perasuransian, dana pensiun, lembaga
keuangan mikro, pembiayaan, modal ventura, pergadaian,

atau penjaminan.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Perubahan batas maksimum total pemberian pinjaman dana
dilakukan  dengan  mempertimbangkan  antara lain
perkembangan  ekonomi dan/atau  kondisi  industri
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Contoh dokumen terkait Sistem Elektronik antara lain
bukti pengujian Sistem Elektronik yang digunakan
Penyelenggara.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penyampaian laporan berkala dilakukan melalui Sistem
Elektronik antara lain melalui surat elektronik (email), atau

portal pelaporan yang disediakan oleh OJK.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.



Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “tidak mampu” adalah kondisi yang
menyebabkan Penyelenggara tidak dapat melaksanakan
kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi, seperti sistem yang digunakan rusak dan tidak
dapat diperbaiki lagi atau adanya rencana pembubaran

perusahaan.

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah
Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.



Huruf i
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “inventaris” antara lain:
a. komputer; dan
b. perangkat sistem informasi.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “surat pernyataan rencana
penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna”, yaitu
bentuk komitmen yang perlu disusun secara formal dan
sah oleh Penyelenggara terkait rencana penyelesaian hak
dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak
dapat meneruskan kegiatan operasional.
Huruf1
Yang dimaksud dengan “bukti pelunasan biaya perizinan”,
yaitu tanda bukti secara sah atas pembayaran biaya
perizinan Penyelenggara kepada OJK.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Persetujuan atas perubahan kepemilikan Penyelenggara dilakukan
untuk menilai kelayakan dan kesesuaian calon pemilik dengan
memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam

peraturan OJK ini.

Pasal 13
Cukup jelas.



Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keahlian di bidang teknologi
informasi” termasuk pengembangan dan pemeliharaan
aplikasi, serta pengamanan database.
Keahlian dibuktikan dengan adanya sertifikasi keahlian atau
surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu)
tahun di bidang teknologi informasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang mendukung
pengembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi dapat dilakukan antara lain melalui pusat
pendidikan swasta atau pada OJK Incubator Center.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)

Nilai kewajaran dapat diukur antara lain melalui tingkat
inflasi, atau kepentingan nasional.

Ayat (2)
Ketentuan peraturan perundang-perundangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini antara lain ketentuan mengenai

utang luar negeri .

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “besaran bunga pinjaman”, yaitu
tingkat suku bunga yang disepakati antara Penyelenggara
dengan Pemberi Pinjaman.
Hurufd
Yang dimaksud dengan “jangka waktu pinjaman”, yaitu

lama pengembalian pinjaman yang disepakati.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” mencakup seluruh risiko
yang terdapat dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi, antara lain risiko operasional dan risiko kredit.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung
berbasis teknologi informasi” adalah pihak yang mendukung
penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi.
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Contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi
informasi antara lain big data analytic, aggregator, robo advisor,
atau blockchain.

Big data analytic adalah layanan analisis berbasis teknologi
informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan
beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data
terstruktur/tidak terstruktur, streaming/batch, dalam berbagai
ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang
tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi
bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih
efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih
baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya
saing, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Aggregator adalah layanan berbasis teknologi informasi yang
menghubungkan sistem dari berbagai sumber online untuk
mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki
nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau
layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya.

Robo advisor adalah layanan manajemen investasi berbasis
teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen
portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu
investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan
manajer investasi manusia.

Blockchain adalah layanan pembukuan transaksi keuangan
berbasis teknologi informasi yang mencatat dan menyimpan data
bukti transaksi atau ledger yang terdistribusi melalui jaringan

komputer baik secara private maupun public.

Pasal 24

Ayat (1)
Tujuan kewajiban penggunaan virtual account dan escrow
account dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu larangan
bagi Penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana
masyarakat melalui rekening Penyelenggara.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti”
meliputi penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda,
istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram yang dapat
memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi
Pengguna.

Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang
sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan
dimengerti dilakukan atas dokumen yang:

a. memuat hak dan kewajiban Pengguna;

b. dapat digunakan Pengguna untuk mengambil keputusan;

dan
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c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna secara
hukum.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bahasa lain”, yaitu bahasa yang dapat
digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang
mudah dimengerti oleh Konsumen.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa
Indonesia dengan bahasa lain dalam setiap dokumen,

penafsiran yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Pasal 33
Yang dimaksud dengan “mendukung pelaksanaan kegiatan dalam
rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan” adalah ikut
berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan literasi dan

inklusi keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah memperoleh izin
usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, atau

pernyataan efektif dari OJK.

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perjanjian baku”, yaitu perjanjian
tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan
memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara
pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan layanan

kepada Pengguna secara masal.
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Ayat (2)
Huruf a
Penyelenggara yang mengeluarkan layanan dilarang
memuat klausula baku yang menyatakan bahwa layanan
yang digunakan Pengguna bukan merupakan tanggung
jawab Penyelenggara apabila terdapat permasalahan.
Huruf b
Contoh klausula yang dilarang pada huruf ini adalah
“Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada
Penyelenggara beserta segala perubahan menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi
ini.”
Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada
syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah
diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat
mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum

ada.

Pasal 37
Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal
ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan
kegiatan usaha Penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh
pengurus, pegawai Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang

bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” antara lain
terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan.

Standar prosedur operasional atas pelayanan dan penyelesaian
pengaduan memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan
penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada Pengguna.
Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga
penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara yang
terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang
terjadi setelah pengaduan dari Pengguna diterima.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan

dengan mengutamakan prinsip “interaktif”, yaitu dalam
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menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi Pengguna secara

aktif dan informatif.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau

melalui mekanisme sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh

OJK.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Pengguna dalam peraturan OJK ini adalah nasabah sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai
penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Pasal 43

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “surat utang” adalah surat berharga
yang diterbitkan Penyelenggara kepada pihak lain antara lain
berupa surat sanggup bayar (promissory note), atau medium
term notes (MTN).

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
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Huruf g
Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi”, yaitu alat
komunikasi pribadi bukan atas nama Penyelenggara dengan
tujuan untuk kepentingan Penyelenggara.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Laporan keuangan yang disusun mempertimbangkan
prinsip-prinsip standar akuntansi keuangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
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Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
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